
 

WALIKOTA PADANG PANJANG 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
 

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG 

NOMOR 13 TAHUN  2018 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 36 

TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG 

 TAHUN ANGGARAN 2018 
 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Dana 
Alokasi Khusus (DAK) pada beberapa bidang DAK, 

Penyesuaian terhadap Pengelolaan Dana Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa, Penyesuaian Alokasi Dana Bagi 
Hasil menurut Propinsi/Kabupaten/Kota, serta adanya  

usulan pergeseran anggaran dari Satuan Organisasi 
Perangkat Daerah serta untuk memenuhi maksud dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, 
perlu merubah atas Lampiran Peraturan Walikota Padang 
Panjang Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang 
Panjang Tahun Anggaran 2018;  
 

  b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor: 910/106/SJ tentang Petunjuk Teknis 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta 
Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah 
Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh 

Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah ; 

 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

Padang Panjang tentang Perubahan atas Peraturan 
Walikota Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

962); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4400); 

 
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

  9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6138); 

 
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
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4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4712); 
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010; 
 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

 
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 
 
 

  17 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 

2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2018; 

 
  18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2018 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 123 

Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi 
Khusus Fisik 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 364); 
 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah  terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011           
Nomor 310); 

 
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036); 
 

  22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1970); 
 

  23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan 
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 

Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 59); 
 

  22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor 
208/PMK.07/2016 tentang  Perubahan Rincian Dana Bagi 
Hasil menurut Propinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 

2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 2078); 

 
  23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 
Nomor 8 Seri E.2); 
 

  24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 
2016 Nomor 9 Seri B.1); 
 

  25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran 
Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017  Nomor 5 ); 
 

  26. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 36 Tahun 
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 

2018 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 
Nomor 36); 

        

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 36 
TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG 

PANJANG TAHUN ANGGARAN 2018. 
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                                    PASAL  I 
 

Merubah atas Lampiran I, II, dan Lampiran III Peraturan 
Walikota Padang Panjang Nomor  36 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Padang Panjang Tahun Anggaran 2018, sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. 

 
PASAL II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam 

Berita Daerah Kota Padang Panjang. 
 

Ditetapkan di Padang Panjang 
pada tanggal  26 Maret 2018 

 

 
 

 

 
 
 
 

Diundangkan di Padang Panjang 
pada tanggal      26 Maret 2018 
 

Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, 
 

dto 
 

INDRA GUSNADY 
 

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 NOMOR 13     
 

 
 

Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG, 

 
dto 

 
IRWAN 
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